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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio
Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder berupa
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020
yang diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas menghasilkan rata-rata
sebesar 101,12% yang artinya tergolong kriteria sangat efektif. Selanjutnya, rata-rata
Rasio Efisiensi yaitu sebesar 86,08% yang artinya tergolong Kkriteria efisien.
Kemudian, Rasio Desentralisasi Fiskal yaitu sebesar 11,08% yang artinya tergolong
kriteria kurang. Dan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan daerah yaitu sebesar
79,13% yang artinya tergolong kriteria sangat tinggi. Implikasi hasil penelitian ini
adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya harus lebih mengoptimalkan
pengelolaan potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD, sehingga dapat
mengurangi ketergantungan keuangan daerah dalam upaya penyelenggaraan
desentralisasi fiskal di tahun yang akan datang.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi, Ketergantungan Daerah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kondisi otonomi daerah adalah rangkaian dari keinginan agar
Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean government
dengan melakukan tata kelola Pemerintahan dengan baik. Keberhasilan suatu
pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah
salah satu yang harus diperhatikan. Aspek pengelolaan keuangan daerah meliputi
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemerintah Daerah
dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan,
dan akuntabilitas agar dapat mewujudkan good governance dan clean goverment.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada
pengaturan  pengelolaan  keuangan  daerah  vyaitu  kepala  daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah, dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian
dari kekuasaan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memberikan
gambaran terhadap kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah.

Kemampuan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langung



dapat menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran terkait program-program yang
akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat dengan
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
Terdapat dua komponen utama dalam APBD vyaitu pendapatan daerah dan belanja
daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan belanja
daerah adalah suatu perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya
untuk pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD adalah sumber
pendapatan daerah yang berasal dari potensi dan kegiatan ekonomi daerah itu
sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dasar usaha kemandirian
suatu daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Sumber atau komponen PAD
meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Kubu Raya mengelola potensi
daerahnya sendiri melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan
kehutanan. Setiap sektor memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga
pengelolaan harus dilakukan dengan maksimal guna mendukung pergerakan
perekonomian dalam meningkatkan penerimaan PAD. Dengan adanya PAD dapat
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.



Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses
pertanggungjawaban APBD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. BPKAD Kabupaten Kubu Raya berkomitmen
untuk membangun sistem dan tata kelola keuangan daerah secara lebih transparan
dan akuntabel (Good Governance).

Pengukuran Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis
menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terhadap APBD adalah
salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Analisis kinerja keuangan dapat menggunakan perhitungan Efektivitas, Efisiensi,
Desentralisasi Fiskal, dan Ketergantungan Keuangan Daerah. Dalam hal ini maka
yang diperlukan untuk pengukuran Kinerja keuangan daerah yaitu Laporan
Realisasi Anggaran atau yang biasa disebut dengan LRA.

Efektivitas merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu
organisasi dengan cara diukur melalui tingkat pencapaian dari tujuan yang telah
ditetapkan. Efisiensi merupakan suatu hal untuk mendapatkan hasil yang maksimal
dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Desentralisasi merupakan
suatu hal yang terlepas dari Pusat dimana dapat mengatur dan mengurus Daerahnya
secara mandiri. Ketergantungan merupakan hal yang dapat diukur dengan seberapa
besar pendapatan transfer yang diterima oleh Daerah dengan total pendapatan
Daerah tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran atau yang disingkat dengan LRA merupakan

laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer,



surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dengan

informasi yang disajikan melalui Laporan Realisasi Anggaran tersebut, maka bisa

dijadikan acuan dalam mengevaluasi berbagai macam pengambilan keputusan.

Adapun ringkasan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi

Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2020

Realisasi Pencapaian
Anggaran Realisasi Antara
. . Pendapatan
Pendapatan Asli Pendapatan Asli Anggaran
Tahun Transfer L
Daerah Daerah Pemerintah Pusat & Realisasi
(Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah) ) PAD
(Dalam Rupiah)
(%)
2018 | 168.170.819.996,00 | 184.531.274.752,15 | 1.140.511.991.712,00 109,72
2019 | 174.442.230.066,00 | 172.839.464.395,36 | 1.084.951.262.629,00 99,08
2020 | 160.118.773.169,57 | 151.009.789.228,78 | 964.995.503.675,00 94,31

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase pencapaian antara anggaran dan

realisasi PAD mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dimana persentase

pencapaian pada Tahun 2018 sebesar 109,72%, kemudian pada Tahun 2019

mengalami penurunan 10,64% dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan 4,77%.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya komponen PAD yang menurun selama 2 tahun

terakhir sehingga berdampak pada realisasi PAD yang tidak mencapai target yang

telah ditetapkan.




Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir realisasi
pendapatan transfer Pemerintah Pusat lebih besar jika dibandingkan dengan
realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya. Besarnya realisasi pendapatan transfer
Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih perlu melakukan
optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD dengan menggali lebih dalam
potensi-potensi daerah guna meningkatkan PAD.

Adapun ringkasan data Realisasi Pendapatan Daerah dan Biaya Untuk
Memperoleh Pendapatan pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Biaya Untuk Memperoleh
Pendapatan (Belanja Daerah)

Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2020

Pencapaian antara
Realisasi Biaya Realisasi Biaya
Realisasi Untuk Memperoleh | Untuk Memperoleh
Tahun Pendapatan Pendapatan Pendapatan dan
(Dalam Rupiah) (Belanja Daerah) Realisasi
(Dalam Rupiah) Pendapatan Daerah
(%)
2018 | 1.577.257.039.764,53 | 1.335.361.557.533,21 84,66
2019 | 1.533.363.622.188,15 | 1.348.672.392.417,84 87,95
2020 | 1.477.080.851.351,36 | 1.265.124.730.428,43 85,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan
tidak melebih realisasi pendapatan, namun persentase antara realisasi biaya untuk
memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan mengalami kenaikkan di tahun

2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Pada Tahun 2018 persentase sebesar




84,66%, kemudian pada Tahun 2019 mengalami kenaikkan sebesar 3,29%, dan
pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,3%. Berdasarkan latar belakang
di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas,
Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020)”.
. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan
menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi
Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pada PAD Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2018-2020?
. Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi,
Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
2. Periode penelitian yaitu Tahun 2018 sampai dengan 2020.
. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis
Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah Pada PAD Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2018 sampai dengan 2020.
. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti



Menambah pengalaman dan pengetahuan sekaligus guna mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kubu Raya dalam membentuk kebijakan, terutama untuk mengelola Keuangan
Daerah yaitu melalui pengembangan Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal,
dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PAD.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan pengetahuan serta sebagai
acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak.

. Kerangka Pemikiran

Menurut Putra (2018:2): “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua
pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam
tahun anggaran tertentu”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah: “Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”.



Menurut Mahsun (2013:191): “Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan”.

Menurut Putra (2018:64): “Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara
efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan
biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang
diinginkan”.

Menurut Firdausy (2017:18): “Desentralisasi fiskal secara singkat dapat
diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat Pemerintahan yang
lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau
tugas Pemerintahan dan pelayan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan
bidang Pemerintahan yang dilimpahkan”.

Menurut Mahmudi (2019:140): “Rasio ketergantungan keuangan daerah
dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima
oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini
maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qur’ani dan Panggiarti (2021)
yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada
Pemerintahan Kota Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio
efisien100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian/aktivitas belanja tergolong
tidak efisien, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio pertumbuhan

10,16% tergolong rendah, rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal



24,66% tergolong kurang harmonis serta rasio kemandirian 38,73% tergolong
rendah/tidak mandiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zukhri (2020) yang berjudul
“Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat
Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah dengan pola hubungan
konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori
sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan
keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori sedang
sampai dengan cukup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Rosidah (2021) yang
berjudul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019)”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari
Rasio Efektivitas tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 100%.
Kinerja keuangan Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan
Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya kurang dari 100%. Kinerja
Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Keserasian masih
banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. Kinerja
Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong
positif. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio

Kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali.
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Kubu Raya

Data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2018-2020

Efektivitas

Efisiensi

Desentralisasi
Fiskal

Ketergantungan
Keuangan
Daerah

\\//

Kinerja Keuangan Kabupaten Kubu Raya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan Pendekatan

Kuantitatif.

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:16): “Penelitian Deskriptif

diarahkan untuk mengetahui nilai variabel indenpenden (baik satu variabel

maupun lebih) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu

dengan variabel lain”.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder dengan menggunakan
Metode Dokumentasi. Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:78)
“Data Sekunder adalah data dokumentasi, data yang diterbitkan atau data yang
digunakan oleh organisasi”.

Menurut  Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:78): “Metode
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan
dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data”.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2020.

3. Alat Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Menghitung Rasio Efektivitas

Dalam penelitian ini Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas = x 100%

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:
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Tabel 1.3
Kriteria Pengambilan Keputusan Efektivitas

Persentase Kriteria
>100% Sangat Efektif
100% Efektif

90% - 99% Cukup Efektif

75% - 89% Kurang Efektif
<75% Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019:141)
b. Menghitung Rasio Efisiensi

Dalam penelitian ini Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan
x 100%

Efisiensi = —
Realisasi Pendapatan

Rasio Efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kriteria Pengambilan Keputusan Efisiensi
Persentase Kriteria
<100% Efisien
=100% Efisien Berimbang
>100% Tidak Efisien

Sumber: (Mahsun, 2013:187)
c. Menghitung Rasio Desentralisasi Fiskal

Dalam penelitian ini Desentralisasi Fiskal dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Pendapatan Asli Daerah
x 100%

Desentralisasi Fiskal =
Total Pendapatan Daerah

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

(Mahmudi, 2019:140)
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d. Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Dalam penelitian ini Ketergantungan Keuangan Daerah dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer

Ketergantungan Keuangan Daerah = x 100%

Total Pendapatan Daerah
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan
Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

(Mahmudi, 2019:140)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti
dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi

Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada PAD

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020)” maka kesimpulan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berada dikategori
sangat efektif.

2. Rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berada dikategori
efisien.

3. Analisis dan perhitungan dari rasio desentralisasi keuangan daerah membuktikan
bahwa upaya penyelenggaraan desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kubu Raya berada dikategori kurang sehingga masih harus ditingkatkan lagi.

4. Analisis dan perhitungan dari rasio ketergantungan keuangan daerah
membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya masih sangat
tinggi dalam penerimaan pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada, maka peneliti mempunyai
saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD terutama sumber penerimaan

S7
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pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan
pada sumber pendapatan lain berkurang serta upaya penyelenggaraan
desentralisasi di tahun yang akan datang segera tercapai.

. Dengan pencapaian tingkat efisiensi yang tergolong kriteria efisien diharapkan
tetap mempertahankan konsistensinya di tahun-tahun berikutnya.

. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis Kinerja keuangan
Pemerintah Daerah dengan menambah atau menggunakan rasio keuangan
daerah lainnya, sehingga hasil penelitian yang ada dapat dijadikan bahan

perbandingan dan menambah referensi.
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LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2020

(dalam Rupiah)
31 Desember 2020 Reallsasi
Uralan Reff.
. Anggaran Realisasi % 31 Desember 2019
PENDAPATAN 5.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah 5344149 109.881.417.866,59| 108.258.139.705,97| 98,52| 126.455.410.972,73
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 9.007.389.540,29 6.536.273.588,00| 72,57 7.860.087.470,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan 5.1.1.13 4.148.708.997,00 4.148.708.997,00| 100,00 3.814.712.897,00
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Laln-lain Pendapatan Asli Daerah yang 5.1.1.1.4 37.081.256.765,69 32.066.666.937,81| 86,48 34.709.253.055,63
Sah
Jumlah Pendapatan Asll Daerah 160.118.773.169,57 151.009.789.228,78| 94,31 172.839.464.395,36
PENDAPATAN TRANSFER 51.1.2
Transfer Pemerintah Pusat 5.1.1.21 979.847.236.000,00| 964.995.503.675,00( 98,48 1.084.951.262.629,00
Dana Bagi Hasil Pajak 23.440.526.000,00 18.753.552.535,00| 80,00 18.507.199.600,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber 6.115.009.000,00 5.875.097.272,00| 96,08 4.437.480.900,00
Daya Alam)
Dana Alokasi Umum 729.912.591.000,00| 726.710.379.000,00f 99,56/ 810.858.494.000,00
Dana Alokasi Khusus 82.800.646.000,00 75.098.828.963,00( 90,70 113.368.758.090,00
DAK Non Fisik 137.578.464.000,00| 138.557.645.905,00(100,71 137.779.330.039,00
Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya | 5.1.1.2.2 0,00 0,00, 0,00 131.658.673.200,00
Dana Penyesuaian 0.00 0,00 0,00 131.658.673.200,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 5.1.1.2.3 73.934.062.461,23 73.961.016.713,00( 100,04 58.990.735.473,00
Dana Bagi Hasil Pajak 73.934.062.461,23 73.961.016.713,00| 100,04 58.990.735.473,00
Dana Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00, 0,00 0,00
Bantuan Keuangan 5.1.1.24 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00| 100,00 4.140.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00{100,00 4.140.000.000,00
Provinsi Lainnya
Pend T £ 1.055.781.298.461,23| 1.040.956.520.388,00| 98,60| 1.279.740.671.302,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3
Pendapatan Hibah 101.599.130.929,69 91.442.321.273,76| 90,00 70.300.626.490,79
Pendapatan Lainnya 193.671.623.000,00| 193.672.220.460,82(100,00 10.482.860.000,00
Jumlah Lain-Lain Pend. yang 295.270.753.929,69| 285.114.541.734,58| 96,56 80.783.486.4390,79
Sah
JUMLAH PENDAPATAN 1.511.170.825.560,49| 1.477.080.851.351,36| 97,74 1.533.363.622.188,15
BELANJA 51.2
BELANJA OPERASI 5.1.21
Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 569.100.935.482,86| 544.999.216.271,81| 95,76| 551.544.479.713,59
Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 382.073.426.014,60| 360.522.845.386,24| 94,36| 388.591.369.254,72
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Uralan Ref. 31 Desember 2020 Reallsasl
Anggaran Reallsasl % | 31Desember2019
Belanja Bunga 51213 0,00 0,00/ 0,00 0,00
Belanja Hibah 51214 | 216.217.913.950,00| 209.086.609.337,45| 96,70 201.030.854.737,77
Belanja Bantuan Sosial 51.215 1.000.000.000,00 993.300.000,00| 99,33 1.876.400.000,00
Jumlah Belanja Operasi 1.168.392.275.447,46| 1.115.601.970.995,50| 95,48| 1.143.043.103.706,08
BELANJA MODAL 54.2.2
Belanja Modal Tanah 51.2.21 0,00 0,00( 0,00 3.255.177.325,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.222 39.145.398.349,78 37.100.325.065,00 94,78 41.882.270.566,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.223 65.684.352.400,00 59.518.106.300,00| 90,61 88.194.430.293,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 5.1.2.24 51.869.303.120,00 36.139.142,813,93| 69,67 65.022.873.496,34
Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.1.2.25 8.339.259.641,00 7.257.645.816,00| 87,03 6.756.722.471,00
Belanja Modal Aset Lair;nya 5.1.2.2.6 370.000.000,00 368.350.000,00/ 99,55 517.814.560,00
Jumlah Belanja Modal 165.408.313.510,78| 140.383.569.994,93| 84,87| 205.629.288.711,76
BELANJA TIDAK TERDUGA 5.1.23
Belanja Tidak Terduga 5.1.2.3.1 16.139.060.416,00 9.139.189.438,00| 56,63 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga 16.139.060.416,00 9.139.189.438,00{ 56,63 0,00
JUMLAH BELANJA 1.349.939.649.374,24| 1.265.124.730.428,43| 93,72 1.348.672.392.417,84
TRANSFER 513
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 51341 11.176.173.607,11 11.176.172.675,00| 99.99 12.213.858.500,00
Transfer Bantuan Keuangan 5.1.31 211.135.025.600,00/ 211.129.940.600,00{ 99,99| 219.355.729.700,00
Jumlah Transfer 222,311.199.207,41| 222.306.113.275,00| 99,99| 231.569.588.200,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.572.250.848.581,35| 1.487.430.843.703,43| 94,61| 1.580.241.980.617,84
SURPLUS / (DEFISIT) (61.080.023.020,86)| (10.349.992.352,07)| 16,94| (46.878.358.429,69)
PEMBIAYAAN 514
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 51.44
Penggunaan SiLPA 62.080.023.020,86 62.078.310.356,79| 99,99| 112.956.668.786,48
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 62.080.023.020,86 62.078.310.356,79| 99,99 112.956.668.786,48
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 51.4.2
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 1.000.000.000,00 0,00| 0,00 3.000.000.000,00
Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 0,00 0,00( 0,00 1.000.000.000,00
Negeri
Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 1.000.000.000,00 0,00{ 0,00 4.000.000.000,00
Daerah
Pembiayaan Neto 61.080.023.020,86)  62.078.310.356,79(101,63| 108.956.668.786,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 §1.728.318.004,72| 0,00 62.078.310.356,79
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